LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakaat&ntuan Pasal 156 a
(1) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tent
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu men
Retribusi Daerah;

b. bahwa Retribusi daerah merupakan salah
sumber pendapatan daerah yang penting
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

c. bahwa kebijakan Retribusi daerah dilaksan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
keadilan, peran serta masyarakat, dan akunta
dengan memperhatikan potensi daerah;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai
dimaksud lkruf a, huruf b, dan huruf c pe
membentuk Peraturan Daerah tentang Reti
Daerah;

Mengingat : 1. UndangUndang Gangguan (Hinder Ordona
Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana d
dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);

2. Undang-Undang Nomor 13 ahun 1950 tentai
Pembentukan Daerataerah Kabupaten Dal:
Lingkungan Provinsi Jawa Tengabh;

3. UndanguUndang Nomor 8 Tahun 1981 tent
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambe
Lembaran Negara Republik IndoreesiNomo
3209);

4. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tent
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Beba
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Ne:
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 3209);

5. UndanguUndang Nomor 36 Tahun 1999 tent
Telekomunikasi (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambs
Lembaran Negara Republik Indonesia No
3278);

6. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tent
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 3821);



7.

10

11

UndangtUndang Nomor 28 Tahun 2002 tent
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tamb:
Lembaran Negara Republik Inglesia Nomc

4247);
UndanguUndang Nomor 17 Tahun 2003 tent
Keuangan Negara (Lembaragak

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20Géntan
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  N¢
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 4355 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20Q@dntan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia TaB00<
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rept
Indonesia Nomor 4389);

UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tent
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung .
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Taahai
Lembaran Negara Republik Indonesia No
4400);



12

13

14

15

16

Undang-Undang Nomor 32 Tahuk004 tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ref
IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambal
Lembaran Negara Republik IndonesNomot
4437), sebagaimana telatiubah beberapa k
terakhir dengan Undandndang Nomor 12 Tahi
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004tentan
Pemerintahan Daeralhgmbaran Negara Repuk
Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahi
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20@dntan
Perimbangan Keuangan Antara Pemeriftabat da
PemerintaharDaerah (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamb:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undangundang Nomor 38 Tahun 2004 tent
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia T
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Ne
Republik Indonesia Nomor 4444);,

Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tent
Administrasi Kependudukan (Lembaran Ne
Repubik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

4725);
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Undang-UndangNomor 10 Tahun 2009 tente
Kepariwisataan (Lembaran Negara Rept
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambe
Lembaran Negara Republik Indonesia No
4966);

UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tent
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Ne
Repulbk Indonesia Tahun 2009 Nomor !
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 5025);

UndangtUndang Nomor 25 Tahun 2009 tent
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repi
Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambe
Lembaran Negara Republik Indonesidomoi
5028);

UndangbUndang Nomor 28 Tahun 2009 tent
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemkt
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 5049);

UndangtUndang Nomor 32 Tahun 2009 tent
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor !
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 5060);

Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tent
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indoi
Tahun 2009 Nomor 153Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
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Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tent
Pembentukan Daerataerah Kabupaten Dal:
Lingkungan Provinsi Jawa Tengabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
tentang Pelaksanaan Kitab Unddigdang Hukur
Acara Pidana (Lembaran Negara Rept
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tamb:
Lembaran Negara Republik Indonesia No
3258), sebagaimana telah diubah dengan Raratu
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ten
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomc
Tahun 1983 tentag Pelaksanaan Kitab Unedang
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun :
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lem
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nc
140, Tambahan Lembaran Negara Rep
Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 htia 200!
tentang Pedoman Pembinaan dan Penga
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lem
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tel
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Dae
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rep
Indonesia Nomo#A609), sebagaimana telah diu
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 T
2008 tentang Perubahan Atas Perati®?amerinta
Nomor Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelc
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Nes
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun :
tentang JalafLembaran Negara Republik Indone
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lemb
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun :
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan A
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rep
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun :
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rept
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 te
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan In
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Di
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Rept
Indonesia Nomor 5161);



32 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tel
Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebar
Peraturan Perundang-Undangan;

33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

34 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara N
19 Tahun 2003 tentang Penyididegawai Nege
Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarne
Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambi
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara N
40);

35 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2007 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 116);

36 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara N
7 Tahun 2008 tentang Pokplokok Pengelolas
Keuangan Daah (Lembaran Daerah Kabupe
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri
Tambahan Lembaran Daerah Kabup
Banjarnegara Nomor 99);



37 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara N
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Menjadi Kewenangan Pemerinen Daera
Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Da
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomo
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabuj
Banjarnegara Nomor 106);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

dan
BUPATI BANJARNEGARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara.



Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uresagriptahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan RaRgerah
menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengasippr
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipaideffesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Wpadawkang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dakeboupaten
Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara Penhenmnizaerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutny@ngkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabop
Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara PemeannEderah.
Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertemtibidang
Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundatagigan.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjameg

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yamgpakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yaaigrielakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perserasmariditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMMu badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalantukeapa
pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, petseky
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgarssaal politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badamyla termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya digelskesmas
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yasmpunyai
pelayanan rawat jalan atau rawan jalan dan rawagt in

10.Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnydudideabkesda

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yasgpunyai
tugas pokok menyiapkan bahan dan teknis penelpiayanan dan
pengujian laboratorium kesehatan meliputi laborator klinik,
malaria, air dan lingkungan termasuk pengujian makaminuman
serta analisa parameter secara laboratorium daragangan.
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11.Sampah adalah semua bentuk buangan atau hasilatésa bentuk
padat dan cair yang terjadi akibat kegiatan mandaraalam yang
dianggap tidak bermanfaat.

12. Tempat Umum adalah tempat-tempat umum yang berfungak
kepentingan umum yang meliputi jalan, trotoar, iy taman,
pasar dan terminal.

13. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnydoulisTPA
adalah tempat untuk membuang sampah yang berasal etapat
Pembuangan Sampah Sementara, Transfer Depo danaffemp
Umum.

14.Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalahtkadentitas
keluarga yang memuat data tentang nama, susunahuamgan
dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

15.Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adadentitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitk@ah instansi
pelaksana yang berlaku diseluruh wilayan Negara aies
Republik Indonesia.

16.Pencatatan Perubahan Akta Catatan Sipil adalalegpnosncatatan
perubahan Akta Catatan Sipil berdasarkan penet&sargadilan
Negeri diantaranya meliputi perubahan nama, tertgiat, status
dan kewarganegaraan dengan memberikan catatanrgagiq Akta
Catatan Sipil atas nama yang bersangkutan yarty déekrbitkan.

17.Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkanhoRemerintah
Daerah yang merupakan alat bukti otentik mengereahiran,
perkawinan, perceraian, kematian dan pengakuan anak

18.Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakdah
peralatan teknik yang berada pada kendaraan magerk kendaraan
gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikamgade
kendaraan bermotor.

19.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kenuapaamotor
yang tidak bersifat sementara.
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20. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untlypnan perkir
ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintakrah.

21.Pasar adalah fasilitas umum yang terdiri atas hatarpelataran,
bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentukayai yang
diperuntukkan untuk berjualan bagi pedagang danfe¢mjual jasa
lainnya.

22.Los adalah bangunan beratap di dalam pasar/lingkupgsar yang
digunakan untuk berjualan tanpa dilengkapi dinding.

23.Kios adalah bangunan di pasar yang dipisahkan dstgan yang
lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantansa dengan
langit-langit yang dipergunakan untuk usaha besjual

24.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaianiatkeg
menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendapaamotor,
kereta gandengan, kerata tempelan dan kendarasuskidalam
rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknisalaik j

25.Peralatan Uji adalah sarana untuk melakukan kegi¢meriksaan
dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitang
dilengkapi dengan alat uji mekanis system kompuigrmekanis
yang tidak dilengkapi dengan peralatan system mgKemputer,
maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistgnmon
mekanis.

26.Lokasi Pelaksananaan Pengujian Kendaraan Bermalalata di
tempat yang ditunjuk atau ditentukan oleh Dinasgyarempunyai
tugas pokok melaksanakan pengujian kendaraan barmot

27.Kendaran Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendarbarmotor
jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umdan
kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta lé&empang
dioperasikan dan atau digunakan untuk di jalan.

28.Alat Pemadan Kebakaran adalah alat-alat teknis ggmgrgunakan
untuk memadamkan kebakaran.

29.Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daseplerti peta
dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tdmatan peta teknis
(struktur).
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30.Penyediaan dan/atau Pelayanan Penyedotan Kakah gudbhyanan
penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan olehefetah
Kabupaten, tidak termasuk yang dimiliki dan atalefila oleh
pihak swasta.

31.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengirichamatau
penerimaan dar setiap informasi dalam bentuk tasclda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui systewakeoptic, radio,
atau system elektromagnetik.

32.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatanedemgn dan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan
terselenggaranya telekomunikasi.

33.Menara Telekomunikasi adalah yang selanjutnya diselenara
adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yadmgikdin
diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satatuées
konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakank
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat bertangkabaja
yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa betinggal tanpa
simpl, dimana fungsi, desain, dan konstruksinyagliaikan sebagai
sarana penunjang menempatkan perangkat telekonsunika

34.Pengendalian Menara adalah penataan dan pengatucg
wilayah untuk kegiatan pengelolaan pembangunan raesesuai
dengarcell plan.

35.Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak talantiaak
bergerak yang dimiliki dan/atau di bawah penguadf2amerintah
Daerah yang disediakan untuk dan atau dapat dimtkaia oleh
masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yarsgrmpkutan
dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

36.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraang yan
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orangadedigpungut
bayaran.
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37.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umuangy
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberargkat
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barangta ser
perpindahan moda angkutan.

38. Tempat Khusus Parkir adalah tempat untuk pelay&hasus parker
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola olelfegintah Daerah.

39.Rumah Potong Hewan adalah tanah dan bangunan yamiiid
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atasts yang
diperuntukkan sebagai tempat usaha pemotongan hewan

40.Hewan adalah hewan ternak yang meliputi kuda, skgibau,
kambing, domba dan babi.

41.Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah pemeriksaamdagrh
kesehatan hewan dan atau daging serta ikutnnya plah
pemeriksa.

42.1zin pemotongan adalah izin melakukan pemotongarahe

43.Tempat Rekreasi dan olah raga adalah tempat rekpaaisvisata da
oleh raga yang dimiliki dan/atau dikuasai serta bilha oleh
Pemerintah Kabupaten.

44.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk petaygasa
angkutan orang dengan mobil bus dan atau mobilmppang umum
yang mempunuai asal dan tujuan perjalanan tetapsan tetap dan
jadwal tetap maupun tidak terjadwal. (sesuaikargderJU Nomor
22 Tahun 2009)

45.1zin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang @engobil bus
dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

46.1zin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatamgangkutan
dengan kendaraan umum.

47.1zin Insidentil adalah izin yang dapat diberikarp&da perusahaan
angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk mgumgakan
kendaran bermotor cadangannya menyimpang darirayek yang
dimiliki.
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48.Kartu Pengawasan adalah turunan dari KeputusanTliapek atau
izin operasi bagi seitap kendaran yang bersangkutan

49. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daenghditentukan oleh
Bendahara Umum Daerah.

50.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai da
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau HRretri
penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang teyusampai
kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepadab/\Rgijak atau
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

51.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribaslalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasaeatdepan izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau dibeokaim Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

52.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa dealpelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfdatanya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

53.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberifah
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kiz@atan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi &adan.

54.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pe&ahebraerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karendapdasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

55.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu PemaérirDaerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendatian
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, Erggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana aihiagatertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lelast
lingkungan.

56.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badangyamenurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkamtuku
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungatu a
pemotong Retribusi tertentu.
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57.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terteatigynerupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatjesa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yangabgigitan.

58.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutngmgkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribasg ytelah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telalakdkan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pgardora yang
ditunjuk oleh Bupati.

59.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutdigangkat
SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang mehkantbesarnya
jumlah pokok Retribusi yang terutang.

60.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yselgnjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribysing
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribugnigajumlah
kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusigyaerutang atau
seharusnya tidak terutang.

61. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutngmgkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi alan/ sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghingbam
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yangksditeakan
secara objektif dan profesional berdasarkan sua@ndar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan HKeamaj
retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalaangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undaegdousi
daerah.

63. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daeratialah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidifia®ai Negeri
Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yarenghn
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang riResi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
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64. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik hedta atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dibeawenang
khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan pdifge.

65. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya tagiaingkat
PPNS adalah Pejabat PNS di Lingkungan Pemeringanad yang
diberi wewenang khusus oleh peraturan perundangagah untuk
melakukan penyelidikan atas pelanggaran Peratuaanab.

BAB Il
OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi adalah :

a. Jasa Umum;

b. Jasa Usaha; dan

c. Perizinan Tertentu.
Pasal 3

(1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimianaksud
pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribasa Umum.

(2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaichamksud
pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribasa Usaha.

(3) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertenbagamana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ digolongkan sebRg#ibusi
Perizinan Tertentu.
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BAB Il
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Obyek dan Jenis Retribusi

Pasal 4

(1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yaedidisan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingian
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh oraiizagi atau
Badan.

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

a.

b.

o

—oSsae@~oeo

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah,;
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pduiddan
Akta Catatan Sipil;

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Retribusi Pelayanan Pasatr;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

(1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi Béalan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yangrgkatan.
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(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi &adan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ib&satr
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusimésuk
pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat KesdWiatgmrakat dan
Laboratorium Kesehatan Daerah

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan padaedfua& dan
Labkesda dipungut Retribusi sebagai pembayaranpataganan pada
Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 7

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimanaksia
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah pelayanaphkésn di
Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembéaataj
pengobatan, laboratorium kesehatan daerah daratgmefayanan
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki da/atikelola oleh
Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesmmatdalah
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PemerirBahivIN,
BUMD, dan pihak swasta.
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Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis filekuensi
pelayanan kesehatan yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Ratifbusi

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dsarnya tarif
Retribusi didasarkan atas penyelenggaraan pelay&eashatan
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat daek as
keadilan.

(2) Besarnya Retribusi yang dikenakan adalah berdasg&da tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penygdeagn
pelayanan kesehatan, biaya operasional dan pemaelihaserta
sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dsarnya tarif
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adsddimgai
berikut :

a. pelayanan rawat jalan dasar dan pelayanan ravaat jajukan
Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya
penyelenggaraan sesuai dengan kemampuan masyarakat;

b. pelayanan rawat jalan dengan tindakan khusus/pangnjntuk
membiayai sebagian bahan dan pemeliharaan peradetrai
dengan kemampuan masyarkat; dan

c. pelayanan rawat inap antara lain digunakan untuknloreyai
sebagian pemeliharaan sarana rawat inap.
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Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

(1) Stuktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayakesehatan.

(2) Besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan pag&eBmas dan
Labkesda sebagaimana tersebut dalam Lampiran | yeemgpakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimanaksguml pada
ayat (2) terdiri dari :

tarif rawat jalan Puskesmas;

tarif rawat inap Puskesmas;

tarif tindakan rawat inap Puskesmas

tarif pelayanan radiology:

tarif pelayanan kesahatan jiwa,

tarif pelayanan laboratorium Puskesmas dan Labkelsaa
g. tarif pelayanan Poned

(4) Pendapatan dari Retribusi pelayanan kesehatamodkiaat ke Kas
Daerah secara bruto melalui mekanisme keuangaraisdsngan
peraturan perundangan yang berlaku.

(5) Pendapatan Puskesmas dan Labkesda yang disetoskakask
Daerah penggunaannya diutamakan digunakan untukya bia
operasional dan jasa pelayanan di Puskesmas d&edddh

(6) Guna kelancaran kegiatan pelayanan kesehatan dabigy@an
operasional Puskesmas dan Labkesda diberikan uak@ kerja
dari Pemerintah Daerah sebelum Puskesmas dan ldzbldegpat
memperoleh dana operasional yang berasal dari petadanya
sendiri.

(7) Penggunaan biaya operasional dan jasa pelayanagaetana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan PeraBupati

~P oo ow
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Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kedoerdipungut
Retribusi atas pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Pasal 12

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihbagaenana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah ypetn
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleheripéah
Daerah, meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kasilo
pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemiouanga
akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir kampa

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dsndkpada ayat
(1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, tatearpat ibadah,
sosial, dan tempat umum lainnya.
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Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fungsigiman dan
volume sampah yang dihasilkan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur damriya Retribusi
didasarkan atas penyelenggaraan pelayanan persamipetbersinan
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dagk as
keadilan.

(2) Besarnya Retribusi yang dikenakan adalah berdasg&da tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penygdeagn
pelayanan persampahan/kebersihan, biaya operasicoeh
pemeliharaan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 15
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan sebagaimana tersebut dafapiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuesrdh ini.
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Bagian Kelima
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda PauidKartu
Keluarga dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kdaramda

Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipiudgut Retribusi

sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetakt&ada penduduk
dan akta catatan sipil.

Pasal 17

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tamdanduduk,

Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimanaakisud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ adalah pelayanan:

a. kartu tanda penduduk;

b. surat keterangan penduduk sementara;

c. kartu keluarga; dan

d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawingkta gerceraian,
akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti damakta
kematian.

(akta ganti nama dijelaskan dengan akta perubadyaan
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Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jundals jpelayanan
yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

Pasal 19

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Reatifibusi
didasarkan atas jenis pelayanan dengan mempertykaan
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Besarnya Retribusi yang dikenakan adalah berdasg&da tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya atasgpatign biaya
cetak kartu tanda penduduk, surat keterangan pekdiginentara,
kartu keluarga dan akta catatan sipil yang melipatta
perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan aeyak@an anak,
akta ganti nama akta kematian, dan biaya admimsistra

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

(1) Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan jeniaysan yang
diberikan.
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(2) Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya CetaktK&anda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dalammgigan Il
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PerafDaerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umumumijt atas
pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 22

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Unggbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalahqukagn pelayanan
parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenigldt@aan yang
menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
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Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Stuktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif rilResi didasarkan
pada tujuan untuk mengendalikan dalam rangka mdampar lalu
lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penggaraan
pelayanan tempat parkir.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Stuktur dan besarnya Retribusi Sebagaimana tersktbam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan darafeesn Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut R&dsbusi
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyedsiéad di pasar.
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Pasal 27

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dichadalam
Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah penyediaan tEsilpasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kmsg dikelola
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untulgpada

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dsndkpada ayat
(1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang diketdé&h BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luaspae dan kelas
pasar serta fasilitas lain yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Stuktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dsarnya tarif
Retribusi didasarkan atas penyelenggaraan pelaysasar dengan
mempertimbangkan kemampuan dan aspek keadilan.

(2) Besarnya Retribusi yang dikenakan adalah berdasg&da tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penygdeagn
pelayanan pasar, biaya operasional dan pemeliharapabila
sasaran dan prasarana yang dibutuhkan disediakhnP@merintah
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Daerah.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Stuktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimarael@t dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisah#an Peraturan
Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermdipungut
Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermot

Pasal 32

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebegea dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f adalah pelayanagp@n kendaraan
bermotor yang meliputi :

a. pemeriksaan kondisi laik jalan;

b. pembuatan nomor uji;

c. pembuatan, pemasangan dan pengecatan tanda samping

d. penerbitan buku uji baru dan penggantian bukudaijiy
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e. penggantian tanda lulus uji.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan at&sidnsi, fasilitas
dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur daarnlyes tarif
Retribusi  didasarkan dimaksudkan untuk menutup abiay
penyelenggaraan  pengujian  kendaraan bermotor dengan
memepertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspeikake

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipigiyab
pendaftaran, biaya pemeriksaan dan biaya pembundraar uji.

(3) Disampaing biaya sebagaimana dimaksud ayat (2ndken pula
biaya tanda uji, termasuk baud, kawat dan segdi seiaya
penggantian buku uji berkala.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pengujian degaan bermotor
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang meauph&gian tidak
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terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesembilan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kidedra
dipungut Retribusi atas pemeriksaan alat pemaddakiaean.

Pasal 37

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaedagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g adalahypeén pemeriksaan
dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alaanggaolangan
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh PeraérifDaerah
terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penkamggun kebakaran,
dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/at@pecyunakan oleh
masyarakat.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuamsjumlah alat
pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuiji.
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Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Stuktur damiBgs Tarif
Retribusi
Pasal 39

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarny&eribusi didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau selurwma lpanyediaan
peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

Sturktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksadat AAemadam
Kebakaran sebagaimana tersebut dalam Lampiranavid ynerupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak ®eiangut
Retribusi atas pelayanan cetak peta.
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Pasal 42

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sébaga dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h adalah pelayan#sak geeta yang
meliputi :

a. pengukuran;

b. pencetakan peta;

c. biaya gambar;

d. kompensasi data; dan

e. pengadministrasian.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas, jgekuran, dan
jumlah cetak peta yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur daarbga tarif
retribusi

Pasal 44
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur petiggadidasarkan
untuk menutup biaya pengukuran, pencetakan petajabgambar,

kompensasi data dan pengadministrasian dengan mamipengkan
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
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Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantiagayd Cetak Peta
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang nakap bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedd&kus
dipungut atas pelayanan Retribusi penyediaan dan/penyedotan
kakus.

Pasal 47

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huradalah
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dikkykan
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dsndkpada ayat
(1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penye#tatars yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN,UBID dan
pihak swasta.
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Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volinjeytang disedot.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur daarrya tarif
Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mempero&intingan yang
layak sebagai pengganti biaya investasi, biayawystea/pemeliharaan,
biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediam/atau
Penyedotan Kakus ditetapkan sebesar Rp. 50.000a fuluh ribu)
per 1 (satu) M3.

(2) Untuk biaya operasional penyedotan kakus dibebangada
pengguna jasa.
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Bagian Keduabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekigasirdipungut
Retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 52

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunilseagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j adalah pémasan ruang
untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikpekasta ruang,
keamanan, dan kepentingan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan padarndeatan ruang,
keamanan, kepentingan umum dengan memperhatike gatus dan
lokasi menara.
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Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif Refribdalah untuk menutup
biaya operasional, pelayanan pengawasan dan paigendmenara
telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek pdatien tata ruang,
pengoptimalan fungsi menara dan frekuensi pengawasa

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Menara Tetatoikasi ditetapkan
dari Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan BangunaMenara
Telekomunikasi.

(2) Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunildigtapkan sebesar 2
% (dua persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak Meflai@komunikasi.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Obyek dan Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 56

(1) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah palayanan ysseglidkan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komegesigl meliputi :
a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan secatiealpp

37



dan/atau
b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belsedidkan
secara memadai oleh pihak swasta.
(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerabh;
Retribusi Terminal,
Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Rumah Potong Hewan;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

~Poo oW

Bagian Kedua
Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 57

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yasgrigkutan.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi Bedan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ib&satr
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusimésuk
pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daeralinglip
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakakayaan
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Daerah.
Pasal 59

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaima
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a adalahakaisn
kekayaan Daerah.
(2) Obyek Retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) mtlip
a. tanah milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah &taer
b. rumah dinas milik dan atau yang dikuasai oleh Paar
Daerah ;

c. gedung/bangunan milik dan atau yang dikuasai olhefintah
Daerah;

d. alat-alat berat milik dan atau yang dikuasai olemerintah
Daerah ;

e. timbangan ternak milik dan atau yang dikuasai ¢&emerintah
Daerah;

f. laboratorium milik dan atau yang dikuasai oleh Prembeh
Daerah;

g. barang-barang bergerak dan atau tidak bergerakyilyang
dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan rdbae
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengytareh yang
tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekaygihitung
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berdasarkan jangka waktu pemakaian, luas dankekesyaan daerah.
Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 61

Prinsip penetapan tarif dan besarnya tarif RetribBemakaian
Kekayaan Daerah berdasarkan pada tujuan untuk melapembalan
atas jasa pelayanan yang layak.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaianagakn Daerah

Pasal 62

(1) Struktur Retribusi pemakaian kekayaan daerah dgbian
berdasarkan jangka waktu pemakaian, luas dan jeskayaan
daerah.

(2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebageinersebut
dalam Lampirn IX yang merupakan bagian tidak sapkan dari
peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribugbagai
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pembayaran atas pelayanan terminal.
Pasal 64

(1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalBasal 56
ayat (2) huruf b adalah pelayanan penyediaantésstempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempaatkegisaha,
dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yawisediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerabh.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dsudkpada ayat
(1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, daal dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwaas jangka waktu
pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 66

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retrithdsisarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak setema

keuntungan yang pantas diterima oleh pengguna awsejenis dan
untuk penggantian biaya yang meliputi biaya invasta
perawatan/pemeliharaan, pinjaman, asuransi, petamusuangsuran
bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkait@mgsung dengan
penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yangduokeng
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penyediaan jasa.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

Sturktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakian Treainsebagaimana

tersebut dalam Lampiran X yang merupakan bagiaak ttdrpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 68

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipuRgttibusi atas
pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 69

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimamaaksud
dalam Pasal 56 ayat (2) huruf ¢ adalah pelayanaupat khusus
parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelakeh Pemerintah
Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dsndkpada ayat
(1) adalah pelayanan tempat parkir yang disedialdimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dpimak
swasta.
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Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Tingkat penggunanaan jasa diukur berdasarkan jawgk&u dan jenis
kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

Prinsip penatapan struktur dan besarnya tarif Redrididasarkan pada
tujuan untuk biaya administrasi, biaya pembangun@emeliharaan
dan/atau penyediaan sarana tempat khusus parkir.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat KhusBarkir
sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI yang meauph&gian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Keenam
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 73

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungtribRsi atas
pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewammasuk
pemeriksaan hewan.

Pasal 74

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana kduna
dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d adalah pelayanaryepéean
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasulyaean
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesuddabndipyang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pem&h Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dsndkpada ayat
(1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumalofmmgan hewan
ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelalieh BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jeréyg@ean, jenis dan
jumlah hewan yang akan dipotong.
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Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Sturktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur daarrya tarif
Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memberik@mtungan yang
layak sebagai pengganti biaya administrasi, biayeestasi, biaya
perawatan rumah potong hewan, biaya kebersiharidga pelayanan
pemotongan hewan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77
Struktur dan besarnya tarif Retribusi rumah potbewan ditetapkan
dalam Lampiran Xll yang merupakan bagian tidak isaigkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 78

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Riggangut
Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan algdn r
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Pasal 79

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sébaga
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e adaladyaean tempat
rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakdimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dsndkpada ayat
(1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata,otahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemth, BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekussmanfaatan
tempat rekreasi dan fasilitas olah raga.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 81

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarny&éribusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang |aglagaimana
dimaksud keuntungan yang pantas diterima oleh paigu swasta
sejenis yang beroperasi secara efisien dan betasiggada harga pasar.
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Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 82

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Redrdan Olah Raga
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Xlll yang nakap bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 83

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi UsahaaDaipungut atas
penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 84

(1) Objek Retribusi Penjualan produksi Usaha Daeralagsmana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f adalahjupén hasil
produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dsndkpada ayat
(1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUBINMD, dan
pihak swasta.
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Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tinggaggunaan sarana
prasarana, tenaga kerja dan biaya pendukung <quatluk yang
digunakan oleh Daerah.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarny&é&nibusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang |aglagaimana
dimaksud keuntungan yang layak dengan beroreraadsi parga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 87

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualard®ksi Usaha Daerah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV yang mé&ampdagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Obyek dan Jenis Retribusi

Pasal 88
(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayapanzinan

tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang prédiad Badan
yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasarkegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alamangbar
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu gunainduoabi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
a. Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Gangguan; dan
c. Retribusi 1zin Trayek.

Bagian Kedua
Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 89

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah oraitgpdr atau Badan
yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daera

(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orangaudi atau Badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undaRgarmbusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusimésuk
pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu
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Bagian Ketiga
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 90

Dengan nama Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan wigui Retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian izin mendib&agunan.

Pasal 91

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaiandimaksud

dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a adalah pemberian unmtuk
mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat @jpuhi

kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pela@sana
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencas ldakgunan
dan rencana tata ruang, dengan tetap memperh&iledisien dasar
bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), kseh
ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaa
bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka emeim
syarat keselamatan bagi yang menempati bangurssebter

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksagh ayat

(1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pémeh atau
Pemerintah Daerabh.

50



Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenianfigkan yang
diberikan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 93

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dsarnya tarif
Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup geea atau
seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yangahgkutan;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wkend
pembiayaan pelayanan perizinan, penerbitan sukdit kepemilikan
bangunan gedung dan pembinaan teknis penyelenggbaagunan
gedung.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 94
(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkanigeperuntukan
yang diberikan.

(2) Jenis peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayae(iputi :
a. mendirikan bangunan baru;
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b. mengubah fungsi dan klasifikasi bangunan; dan
c. memperluas bangunan.

(3) Besarnya tarif Retribusi dengan peruntukan sebagandimaksud
pada ayat (2) dengan memperhitungkan hasil perkadiatara
koefesien hierarkhi kota/daerah, kelas jalan, fubgagunan, kelas
bangunan, status bangunan, tingkat bangunan, ting&siko
kebakaran, luas bangunan, harga standar banguhkalikan luas
bangunan dan prosentase tarif.

(4) Besarnya tarif Retribusi dengan peruntukan sebagandiaksud
pada ayat (2) huruf b dengan perhitungan hasil ghark antara
koefesien hierarkhi kota/daerah, kelas jalan, $ubgngunan, kelas
bangunan, status bangunan, tingkat bangunan, ting&siko
kebakaran, luas bangunan, harga standar banguhkalikan luas
bangunan dan prosentase tarif.

(5) Besarnya tarif Retribusi dengan peruntukan sebagantdimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ dengan perhitungan luas tharb&angunan
dikalikan harga dasar bangunan, hasil kali koefebi@ngunan dan
prosentase tarif.

(6) Penetapan koefesien-koefesien sebagaimana dimpksadayat (3),
ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tersebut dalampitan XV
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraaarah ini.

(7) Instalasi pabrik atau bangunan khusus dan lain-{ang tidak
termasuk dalam Peraturan Daerah ini harga dasagubannya
diperhitungkan berdasarkan nilai kontrak atau nyang telah
mendapatkan persetujuan Bupati atau instansi terkai

Pasal 95
(1) Harga dasar bangunan gedung berlantai 2 (dua) e@musnya,

ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dagaeh&angunan
yang ada dilantai dasar sesuai dengan tipenya.
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(2) Harga dasar bangunan gedung tanpa dinding/terasga haasar
bangunannya ditetapkan sebesar 60% (enam puluendedsria harga
bangunan berdinding sesuai dengan tipenya.

Pasal 96

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasark&mgeén perhitungan
Tarif Harga Dasar Bangunan dikalikan dengan LuasgBaan dikalikan
dengan Hasil Perhitungan Koefisien Bangunan dikalidengan 1,5%
(satu koma lima persen).

(2) Besaran harga dasar bangunan bertingkat sebesarORf.000,- (satu juta

rupiah), dan bangunan tidak bertingkat sebesarsB@.000,- (lima ratus
ribu rupiah).

Bagian Keempat
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 97

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Redrilatas pelayanan
pemberian izin gangguan.

Pasal 98

(1) Objek Retribusi 1zin Gangguan sebagaimana dimaldaldm PasaB8
ayat (2) huruf b adalah pemberian izin tempat afayiatan kepada
orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkararaan bahaya,
kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasanpeiagendalian
kegiatan usaha secara terus-menerus untuk ment&gatinya gangguan
ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, nhemselketertiban
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lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dam&tsekerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksagh ayat
(1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah dkantuoleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkaldara luas
ruang usaha dengan rata-rata indeks gangguan sitalasi, indeks
modal serta indeks luas ruang tempat usaha ditaciradan tenaga
mesin yang digunakan.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada(1g
adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumials ketiap
lantai.

(3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayalit€lapkan
berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan kksifikebagai
berikut :

a. perusahaan dengan gangguan besar indeks 10
b. perusahaan dengan gangguan sedang indeks 5
c. perusahaan dengan gangguan kecil indeks 2

d. perusahaan dengan gangguan sangat kecil deksn 1

(4) Penggolongan perusahaan menurut indeks gangguamr, bes
gangguan sedang, gangguan Kkecil dan gangguan s&egit
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebijutladengan
Peraturan Bupati.

(5) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (tEtapkan
berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikaagaeberikut :
a. dekat dengan jalan negara indeks 2
b. dekat dengan jalan provinsi indeks 3
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c.
d.

perusahaan dengan gangguan kecil indeks

perusahaan dengan gangguan sangat kecil ~ ksinde

4
5

(6) Indeks modal sebagaimana dimaksud pada ayat (&japkan
berdasarkan modal sesuai dengan neraca keuanggndigrsun
dengan klasifikasi sebagai berikut :

a.

g.

h.

besarnya modal 0,1 sampai indeks
dengan 5 juta rupiah

besarnya modal 5,1 sampai indeks
dengan 15 juta rupiah

besarnya modal 15,1 sampai indeks
dengan 25 juta rupiah

besarnya modal 25,1 sampai indeks
dengan 50 juta rupiah

besarnya modal 50,1 sampai indeks
dengan 100 juta rupiah

besarnya modal 100,1 sampai indeks
dengan 200 juta rupiah

besarnya modal 200,1 sampai indeks

dengan 500 juta rupiah
besarnya modal diatas 500,1 juta rupiah indeks

2

4

12

14

16

(7) Indeks luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}ajukin

berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikaggaeberikut :
2
4

@ ~paoo0 oy

luas 1 sampai dengan 16 m indeks
luas 11 sampai dengan 25 m indeks
luas 26 sampai dengan 56 m indeks
luas 51 sampai dengan 108 m indeks
luas 101 sampai dengan 206 m indeks
luas 201 sampai dengan 506 m indeks
luas 501 sampai dengan 1000m indeks

6

10
12
14
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h. luas lebih dari 1000Mm indeks 16
Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Stuktur damaiBgsa Tarif
Retribusi

Pasal 100

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dsarrya tarif
Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup abiay
penyelengaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipatygcekan dan
pengukuran ruang tempat usaha, pemeriksaan daa toesportasi
dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 101
Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Ganggusebagaimana
tersebut dalam Lampiran XVI yang merupakan bagdaaktterpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 102

Dengan nama Retribusi 1zin Trayek dipungut Retiilatas pemberian
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izin trayek kendaraan angkutan penumpang umum.
Pasal 103

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksulndaPasal 88
ayat (2) huruf c adalah pemberian izin kepada opaitpdi atau Badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang upaala suatu
atau beberapa trayek tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jurziahyang diberikan
dan jenis angkutan umum.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 105

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dsarrya tarif
Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup abiay
penyelenggaraan pemberian izin trayek.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipayabsurvey
lapangan dan biaya transportasi dalam rangka peatien dan
pengawasan dalam pemberian izin trayek.
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Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 106

Struktur dan besarnya tarif Retribusi 1zin Trayebagaimana tersebut
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidalpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 107
Retribusi dipungut di wilayah kabupaten Banjarnagar

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 108

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 @igtahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksuda payht (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dakepdrangan
perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 109

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atawrdek lain
yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimgletal ayat
(1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan Oaikti
pembayaran yang sah.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayapat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksingtratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap batamRekribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar daéagith dengan
menggunakan STRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimakadd ayat (3)
didahului dengan Surat Teguran.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditaplengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 110
Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenisribBR&t

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berka#agsung dengan
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
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Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 111

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atakuohen lain
yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasanésia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdanta 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jik@jib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu idakt dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksizdgyat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar keheatlak kekuasaan
Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban memBagtabusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 112

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) ruejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi tkepn atas
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surgiutkisan
Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adabahk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusihwea
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan Bilgtati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa memnsegluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnyduRetyang
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terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @yatelah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusangtethn yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 113

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atduwrubnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dendaambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan patuig lama
12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayathitdirdj sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 114

(1) Setiap wajib Retribusi wajib membayar Retribusi yaerutang
berdasarkan surat ketetapan Retribusi daerah.

(2) Bupati menentukan jatuh tempo pembayaran dan paayet
Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga pulti@i kerja
setelah saat terutangnya Retribusi.

(3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah ataupat lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan denganggunakan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah meime
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan pguaet kepada
wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pganha
Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % padusen)
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sebulan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pembayatempat
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayarabuRiettiatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 115

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribdapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua hdbatan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganba
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hmamberikan
keputusan.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) mulsejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganba
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hmamberikan
keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada(2yaan ayat
(3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikantsuaputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi digngg
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangkaktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempuny&ing Pajak
atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaRsetribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipegkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebaga
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wpltung lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
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(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribukakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan larbdunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlampatahayaran
kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Reitribu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuRen Bupati

BAB XI
PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Surat Tagihan Retribusi

Pasal 116

(1) Bupati dapat menerbitkan STRD apabila :
a. Retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kuratggkr; dan
b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif ribunga dan/atau
denda.

(2) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam [BTR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dantamioih
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesadi&persen)
setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bud@jak saat
terutangnya Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 117

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayepat pada
waktunya atau kurang membayar ditagih dengan mevadgun
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STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimakasda @yat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

(3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Suzptitisan
Keberatan yang menyababkan jumlah Retribusi yamngshdibayar
bertambah merupakan dasar penagihan Retribusiatas Hilunasi
dalam jangka waktu paling lamla 1 (satu) bulan ksdmnggal
diterbitkan.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 118

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadiakedarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitungaksesaat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusielakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dirdgbada ayat
(1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retriblbaik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimanakiod pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitungkséanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaidimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi derkgsadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan nbelu
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsunggaegbana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui gamgajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayarammanhonan
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keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 119

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagréna hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dikexpus

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutamidpi®etyang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang skedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIlI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 120

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi daahberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribsgamana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhgkam
kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi tertentuesddigetribusi.

(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan darbgbasan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didamrgan
Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN

Pasal 121

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguj
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam eangk
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melaksanakan peraturan daerah ini.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau argtat
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atmgan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guraandaan
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeaiksaetribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 122

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusatddiperi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayalitétapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif siehaga
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturantBupa

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 123
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkundg2emerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidikkunelakukan
tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana kimé pada
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adBkjabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan PemahnDaerah
yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesngade&etentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gyad#élah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kegza
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana difpiBatribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebgkap dan
jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan areaig
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuaag
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibi¢Retgbusi;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang giribtau
Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidangoRsitr
memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkedaagan
tindak dibidang Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahati buk
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta okalak
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaneagms
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang guatikan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddaggsang
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atauntderkwang
dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakaiRetribusi;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dperidsa
sebagai tersangka atau saksi;

menghetikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancg@emyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengarertean
peraturan perundang-undangan.
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pdkgithya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Pdlisgara
Rebupblik Indonesia sesuai dengan ketentuan yaamrddalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 124

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajib@nngehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungingplama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Z)ti@ali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (&)atad
pelanggaran.

Pasal 125

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 merupakaerimaan
Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, lResiriyang masih
terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentando&etyang ada di daerah
dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang addadirah,sepanjang tidak
diatur dalam Peraturan Daerah yang ini masih ddgagih selama

68



jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saaittéang.
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor SinTa007
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusaeh&mn
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Leanbdaerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12, Tambéaleambaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 92) sebagaitelah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara mM@mahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kigoupa
Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribeday@nan
Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan at@ioom
Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Beagpua
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah K&tmupa
Banjarnegara Nomor 128);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor aBdrr2003 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaaerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 53 Seri C);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2nTa009
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KartuddaRenduduk
dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupatenj@negara
Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor h8nT2000
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi JalarunfLembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor €6 &
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeraup&tan
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubditas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun B80@&ng Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Dakebupaten
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Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 34 Seri D);

. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor BinT2003

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daksddupaten

Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 14 Seri C), sebagaintelah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjamdgamor

Nomor 3 Tahun. 2010, tentang Perubahan Atas ParatDaerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2003 tentagigibEsi

Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Baggaen&ahun
2010 Nomor 3 Seri C);

. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor HinT2002

tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dawan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 5 Sesdébagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupatenamagara
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PeratDesrah

Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian ldesah

Bermotor, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegaltai 2008

Nomor 3 Seri C);

. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor hunr2005

tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebaké@rambaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomori £3e

. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3inTd899

tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotarkuska
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1@@&®or 12

Seri B);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor bhanTa002

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (LeanbBraerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 35 Sefia@bahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor ébagsimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupatenamagara
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaianay@en
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BanjarnegaranT2B06
Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
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Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 76);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor bHinTa002

tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kalmrpat
Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 34 Seri C), sebagantelah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjaenélgamor 6
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan D&abhbpaten
Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retridi@sminal
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun R@d8or 6
Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bagaé&lomor
98);

. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor bdnT2000
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaraner&la
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 27 SerioBidy 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daer@up&an
Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahtas A
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor hdnT2000
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaraner&la
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 33 Seri C);

. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor nnTa003
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran dbaer
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 16 Seflia@)bahan
Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29);

.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8nT&005
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Ragaljaean Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 4 Seri d&nybBhan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 200®N74);
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n. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor @nT2007
tentang Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan Geduhgn{baran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 NomoedXH

0. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor h&nTa000
tentang Retribusi ljin Gangguan (Lembaran Daeralbuiaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 28 Seri B Nomor 10);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4nT2002
tentang Retribusi ljin Trayek (Lembaran Daerah Kadian
Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 4 Seri C, Tambahanbhean
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4) sebagaiteiadiubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara mMmriahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kigoupa
Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang RetrigusiTirayek
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun R@8r 35
Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bagara
Nomor 97);

sepanjang ketentuan pengaturannya masih berlakuakeketentuan

yang mengatur tentang tarif Retribusi dicabut damyatakan tidak

berlaku.

Pasal 128

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahsepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.
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Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymetangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarbdram Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 7-4-2011

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
DJASRI

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 4-7-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 14 SERIC

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
. UMUM

Wewenang Daerah untuk mengadakan Retribusi daerah
merupakan wewenang yang sangat penting, tidakksaggma Retribusi
daerah merupakan salah satu sumber Pendapata#esiah (PAD)
akan tetapi juga karena menyangkut pembebanan &apadyarakat.
Pada sisi lain wewenang tersebut harus dilaksanakaeoara
proporsional, dalam arti bahwa walaupun selurulivisks pelayanan
pemerintahan dan pembangunan secara normatif diggeegorikan
sebagai sumber pungutan, tetapi Pemerintah Daiela lioleh begitu
saja menetapkannya sebagai obyek Retribusi daéftahini untuk
menghindarkan timbulnya aktivitas pelayanan penegtin dan
pembangunan yang tidak efesien serta berpotensi unmrkan
tindakan ekonomi biaya tinggi yang justru bertegtan dengan
semangat desentralisasi kewenangan itu sendiri.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahantelah ada
panduan kerangka hukum untuk penyelenggaraan Reitritaerah.
Harus diakui bahwa salah satu dampak pemberlakuaand;-Undang
tersebut adalah makin ketatnya penetapan Retridasrah atau
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semakin terbatasnya sektor-sektor pelayanan petaerindan

pembangunan yang dapat menjadi obyek pungutan.kalema itu ada
kemungkinan berkurangnya pendapatan daerah datorssdktor

tertentu yang selama ini tanpa kendali hukum yateasjmenjadi obyek
pungutan dalam bentuk Retribusi daerah. Denganyadaembatasan-
pembatasan ini nampak bahwa pungutan atas pelaysmaarintahan
dan pembangunan diupayakan seminimal mungkin karerapakan
beban kepada masyarakat, yang akhirnya akan mergléreativitas

dan penciptaan strategi pembangunan yang berbasisandirian

daerah untuk pengembangan sumber pendapatan daegdrti

optimalisasi aset daerah, efesiensi birokrasi éaagainya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara mempexhati
benar dampak kebijakan baru tersebut. Untuk mekdoerkerangka
legal yang tegas dan jelas serta untuk memberdaysieastruktur
Retribusi daerah supaya lebih akuntabel, transpaftan tertib
administrasi, maka dipandang perlu untuk menetapRanaturan
Daerah tentang Retribusi Daerah.

Salah satu pilihan hukum terkait dengan Peraturaerdh ini
adalah diaturnya secara komprehensif jenis daeloBgtribusi daerah
beserta tatacara pemungutannya ke dalam satu peskegaturan.
Pilihan hukum demikian disamping untuk efesiensn deektiitas
penetapan kebijakan, juga untuk memberikan pandaay terarah
demi keberhasilan penyelenggaraan Retribusi daeralendiri.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4
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Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Tempat Pelayana Kesehatan
Lainnya” adalah tempat pelayanan kesehatan yangliada
wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dimiliki deaaat
dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Tindakan
Khusus/Penunjang” adalah tindakan yang diberikan
untuk mempercepat penyembuhan atau penunjang
perawatan  diagnostik, misal pemeriksaan
laboratorium, EKG dan lain-lain.
Huruf ¢
Cukup jelas
Pasal 10
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Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud “Tempat Umum Lainnya” adalah tempat
yang dapat digunakan oleh masyarakat umum danotkkel
oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23
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Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Penggantian Buku Uji” adalah
penggantian buku rutin dan penggantian kehilangan
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
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Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
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Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Contoh perhitungan :
Menara telekomunikasi milik A Nilai Jual Obyek BRlaj
PBBnya adalan sebesar Rp. 35.000.000,- maka Rsitribu
yang harus dibayarkan oleh A dalam satu tahun hdafa
35.000.000,- x 2 % = Rp. 700.000,-
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi alzeiht
antara lain pemancangan tiang listrik/telpon ditggan
umum.
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Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
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Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Ayat (1)
Hasil produksi usaha daerah antara lain, bibit d&nih
tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
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Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Ayat (1)
Contoh penghitungan IMB :
Bangunan dengan kriteria :
Luas Bangunan : 100 M?
Harga Dasar Tanah : Rp. 372.000,-/ M2

Koefisien :

Hierarki/Kota Daerah : Rangking | 1,00
Kelas Jalan : Kolektor Primer 1,10
Fungsi Banguan : Hunian :1.00
Kelas Banguan : Permanen 10,75
Status Bangunan : Swasta 10,75
Tingkat Banguan : 1 lantai : 1,00
Tingkat Resiko Kebakaran: Rendah 1,00
Luas Banguan : s/d 100 M2 0,80
X

Hasil Kali Koefisien = 0,50

Rumus :
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1,5% x Harga Dasar Bangunan X Luas Bangunan X Kiaein
Perhitungan :
1,50% x 372.000 x 100 M2 x 0,50 = 276.210
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang ditetapkalam

Peraturan

Daerah perlu

disesuaikan

karena biaya

penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya ta
tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaaganan
tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi

Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)
Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribpsi da
diberikan seperti halnya terhadap warga miskin ldaban
bencana.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ‘“instansi yang melaksanakan
pemungutan” adalah Dinas/Lemtekda yang tugas pokok
dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemberian besarnya instentif dilakukan melalul@dmasan
yang dilakukan oleh Pemerrintah Daerah dengan alat
kelengkapan DPRD Kabupaten Banjarnegara yang
membidangi masalah keuangan.
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
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Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 142
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Lampiran | : Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor

6

Tahun 2011 tentang Retribusi

Daerah

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM

KESEHATAN DAERAH

A. Tarif Rawat Jalan Puskesmas

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp)
1. Pelayanan Pemeriksaan Umum 5,500
2. Persalinan normal oleh dokter 300.000
3. Persalinan dengan tindakan oleh dokter 375)000
4, Persalinan normal oleh bidan 250.000
5. Tindakan Medis
a. Suntikan /injeksi 4.000
b. Kuras lambung 25.000
C. Pengambilan serumen/discharge/benda 16.00Q
asing
d. Tampon telinga 13.500
€. Pembersihan discharge/benda asing hidung 16.000
f.  Tampon hidung anterior 16.000
g. Tampon hidung posterior 16.000
h. Reposisi 53.000
I. Pemasangan spalk
1) Spalk kecil (dibawah 10 cm) 12.500
2) Spalk sedang (11-20 cm) 17.500
3) Spalk besar (di atas 20 cm) 28.000
j. Ganti Balut
1) Ganti balut kecil (pemakaian kasa 6.500
kurang dari 3 lembar tanpa kasa gulung)
2) Ganti balut besar (pemakaian kasa| di 16.000
atas 8 lembar dengan atau tanpa Kasa
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gulung)
K. Tindik daun telinga
1) Bayi 8.000
2) Dewasa 25.000
|. Pasang kateter 27.000
M. Ransel perban 10.000
N. Perawatan luka bakar
1) Perawatan luka bakar kecil (prosentase 10.000
perlukaan dibawah 10%)
2) Perawatan luka  bakar  sedang 15.000
(prosentase perlukaan antara 15-30%)
3) Perawatan luka bakar besar (prosentase 25.000
perlukaan 35-50%)
0. Schoortein 15.000
p. Pasang infuse 10.000
g. Lavement (glicerin)/huknah rendah 15.000
r. Circumsisi (khitan) 100.000
S. Incisi abses 16.000
{. Fiksasi dengan gips
1) Fiksasi dengan gips ukuran kecil 38.500
(dibawah 10 cm)
2) Fiksasi dengan gips ukuran sedang (11- 48.500
20 cm)
3) Fiksasi dengan gips ukuran besar ( di 66.000
atas 20 cm)
u. Jahit luka
1) Jahit luka: 1-5 jahitan 18.500
2) Jahit luka: 6-10 jahitan 26.000
3) Jahit luka: di atas 10 jahitan 48.500
V. Heacting off
1) Heacting off 1-10 4.000
2) Heacting off 10-30 7.000
W. Pasang sonde 27.00Q
X. Dawir/jahit bekas lubang tindik yang 18.500
melebar maksimal 5 jahitan
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Y. Bedah minor
1) Pencabutan kuku 25.000
2) Exteasi tumor jinak 45.000
3) Exteasi cuplak/kutil/tahi lalat 25.000
Z. Gigitan serangga/snake bite 43.500
Tindakan pelayanan gigi
a. Scaling gigi rahang atas 20.000
b. Scaling gigi rahang bawah 20.000
c. Penambalan
1) Tambal sementara 8.500
2) Tambal tetap satu lubang 12.500
3) Tambal tetap dua lubang 15.000
d. Devitalisasi pulpa 10.000
e. Perawatan akar 12.500
f. Extraksi gigi
a. Gigi susu tanpa injeksi 9.000
b. Gigi susu dengan injeksi 11.500
c. Gigitetap tanpa komplikasi 13.000
d. Gigitetap dengan komplikasi 20.000
g. Operasi gigi miring/impacted 110.000
h. Incisi abses dengan injeksi 20.000
i. Tindakan blok anestesi 10.000
Tindakan Pelayanan Khusus
a. Pelayanan visum hidup 15.000
b. Pelayanan visum mati (pemeriksaan luar 30.000
jenasah)
c. Pelayanan pemeriksaan kesehatan umum/kir 11.000
dokter
d. Pelayanan kesehatan calon mempelai 22000
e. Elektrokardiograf (EKG) 20.000
f.  Nebulizer 17.500
g. Oksigen konsentrator (jam pertama) 20.00
h. Oksigen konsentrator (penambahan tiap gatu 5.000
jam)
i. Tabung oksigen per liter /menit (jam 500
pertama)
. . . o 100
j- Tabung oksigen per liter /menit (jam kedua
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dan seterusnya)

k. USG 35.00(0
[.  Suction 12.000
8. Tindakan pelayanan Keluarga Berencana
a. KB Suntik (sudah dengan obat/depo) 12.00
b. KB Suntik (sudah dengan obat/siklofen) 17.000
c. Pasang susuk 50.000
d. Bongkar Susuk 75.000
e. Pasang IUD 50.000
f.  Bongkar IUD 60.000
9. Pelayanan transportasi rujukan dengan mobil| Mengacu pada standarisas

Puskesmas/Pusling (Perawat/bidan.sopir dan
BBM)

indeks biaya perjalanan
dinas Daerah yang berlaku
dan tarif penggunaan
kekayaan daerah

B. TARIF RAWAT INAP PUSKESMAS

NO. KELAS TARIF
1 Il 55.000
2 Il 70.000
3 I 85.000
C. TARIF TINDAKAN RAWAT INAP PUSKESMAS
NO | JENIS PELAYANAN TARIF
1. | Tindakan Medik
a. | Incubator (hari pertama) 70.000
hari kedua & seterusnya tarif 50 % dari tarif hari
pertama untuk kelas L.I1.11I
b. | Infant Warmer 24.000
c. | Foto theraphy 24.000
2. | Resusitasi bayi baru lahir
a. | Dokter umum 35.000
b. | Paramedis 25.000
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D. PELAYANAN RADIOLOGI

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp)
1. | Tanpa kontras film ukuran 35 X 35 45.000
2. | Tanpa kontras film ukuran 30 X 40 40.000
3. | Tanpa Kontras film ukuran 24 X 30 35.000
4. | Tanpa kontras film ukuran 18 X 24 30.0p0
E. PELAYANAN KESEHATAN JIWA

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp)
1. | Konseling 10.500
2. Tes 1Q

- Untuk dewasa (IST) 20.500

- Untuk anak

(BINET.WAIS/WISC) 37.50(
3. | - Minat bakat dewasa 20.00p0

-Minat bakat anak 25.000
4. | Tes kepribadian

- Wartegg 14.000

- EPPS 18.000

- SSCT 12.500

- Grafis 7.500
5. | Assesment

- BDI 7.000

- SS 7.000

- Skala Kecemasan 9.500
6. | Paket psikotes

- Untuk seleksi pegawai 43.500

- Untuk seleksi sekolah 38.500
7. | Terapi

- Terapi kognitif 17.500

- Terapi relaksasi 19.500
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F. TARIF PELAYANAN PONED

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp)
1. Penanganan perdarahan
a. Persalinan dengan tindakan
1) Atonia 175.000
2) Placenta manual 100.000
b. Nifas
- Digital 50.000
2. Pencegahan dan penanganan hipertensi 50.000
pemberian MGSO4
3. Pencegahan dan penanganan infeksi (BHP 25.000
dan pengelolaan )
4. Penanganan abortus (AVM) 200.0DP0
5. Pelayanan neonatal
a. Pencegahan dan penanganan hipoterni 20.000
b..Pencegahan dan penanganan ganggua‘n 10.000
minum

G. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA UPTD PUSKESMASDAN
LABKESDA

1. Laboratorium Klinik :

NO | PARAMETER | METODE | BAHAN JASA JASA | TARIF
DAN |PELAYANAN | SARANA| TOTAL
ALAT
A. HEMATOLOGI
1. | Hemoglobin Sahli 1.000 1.000 1.000|  3.000
Adam
2. | Hemoglobin Cyamet 3.000 1.000 1.000 5.000
hemoglobin
3. Leukosit Manual 3.000 1.000 1.000 5.000
4, Hitung Jenis| Giemsa 5.000 1.000 1.000 7.000
Leukosit
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5. LED Westergen 2.500 600D 400 3.500
6. Lo Manual
Eritrosit 3.000 1.000 1.000 5.000
7. Blooding Time Manual 1.650 500 350 2.500
8. Clothing Time Manual 1.650 500 350 2.500
9. Trombosit Manual 3.750 2.75p 1.500 8.000
10. | Retikulosit Manual 3.650 2.400 950 7.000
11. | Hematokrit Manual 1.750Q 750 500 3.000
12. | Eosinofil Manual 3.750 75( 500 5.000
13. | Hematologi Otomatis 21.500 4.700 3.800 30.000
Analyser
B. URINALISA
1. Reduksi urin Stik 1.000 1.500 1.500 4.000
2. Protein urin Stik 1.000 1.500 1.500 4.000
3. Sedimen urin | Mikroskopis 1.000 3.000 1.000 5.000
4, Combur 3 p Stik 2.000 1.500 1.500 5.000
5. Combur 10 p Stik 4.00( 1.500 1.500 7.000
6. Urine lengkap Stik and 5.000 4.500 2.500 12.000
Mikroskopis
C. IMUNOSEROLOGI
1. Gol Darah dan| Aglutinasi 2.500 1.500 1.000 5.000
kartu
2. Widal Aglutinasi 8.500 2.000 1.500 12.000
3. Hbs Ag Stik 17.000 2.00( 1.500 20.500
4. Test Kehamilan Stik/
Aglutinasi 4.000 1.500 1.500 7.000
5. Analisa Sperma| Fisik dan 12.500 7.500 5.000 25.000
Mikroskopis
6. VDRL Aglutinasi 9.500 3.000 2.500 15.000
D. KIMIA KLINIK
1. Gula darah Endpoint 7.500 2.000 1.500 11.000
2. Gula darah Stik 9.50( 1.500 1.500 12.500
3. SGOT Kinetik 10.500 2.500 1.500| 14.500
4, SGPT Kinetik 10.500 2.50( 1.500 14.500
5. Ureum Endpoint 9.000 2.000 1.500 12.500
6. Creatinin Kinetik 9.000 2.50( 1.500 13.000
7. Asam urat Endpoint 11.500 2.000 1.500 15.000
8. Asam Urat Stik 18.500 1.500 1.500 21.500
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9. Cholesterol Endpoint 15.00 2.000 1.500 18.500

10. | Cholesterol Stik 20.000 1.500 1.500 23.0p0

11. | Trigliserida Endpoint 22.500 2.000 1.500 26.000

12. | Trigliserida Stik 17.500 1.50( 1.50D 20.500

13. | Bilirubin Total Endpoint 7.500 2.50( 1.500 11.500

14. | Protein total Endpoint 7.50( 2.500 1.500 11.500

15. | Alakaline Kinetik 10.500 2.500 1.500 14.500
Phospatase

16. | Gamma GT Kinetik 12.500 2.500 1.500 16.500

17. | Albumin Endpoint 6.000 2.00( 1.500 9.500

18. | Cholinesterase Enzimatig 12.5( 7.5p0 5.000 25.000

19. | HDL Endpoint 26.500 2.00( 1.500 30.000

20. | LDL Endpoint 26.500 2.000 1.500 30.000

E. | PEMERIKSAAN NARKOBA

1. Amphetamin Stik 27.000 1.500 1.500 30.000

2. Mariyuana Stik 27.000 1.500 1.500 30.000

3. Opium Stik 27.000 1.500 1.500 30.000

4, Benzodiazepin Stik 27.00 1.500 1.500 30.000

F. MIKROBIOLOG

1. Jamur Mikroskopis 6.000 3.000 1.000 10.000

2. Telur cacing Mikroskopis 5.000 4.000 1.000 10.000
pada faeces

3. Telur cacing Mikroskopis 7.500 4.500 3.000 15.000
pada tanah

4, Telur cacing Mikroskopis 6.000 3.000 1.000 10.000
pada kuku

5. Pewarnaan Mikroskopis 6.000 3.000 1.000 10.000
Cek-Gram

6. Pewarnaan Mikroskopis 4.500 3.000 1.000 8.500
BTA

7. Malaria Mikroskopis 2.000 3.000 1.000 6.000

8. Filaria Mikroskopis 2.000 3.000 1.000 5.000

9. Kultur Pus Plate 30.00( 12.000 8.000 50.000

10. | Kultur Darah Plate 30.00( 12.000 8.000 50.000

11. | Kultur Swab / Plate 30.000 12.000 8.000 50.000
Hapusan

12. | Kultur Bahan Plate 30.000 12.000 8.000 50.000
Makanan
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13. | Test Sensitivity | Plate |  37.000 7.000 5.000] 50.000 ]

2. Laboratorium Lingkungan

JASA
NO[PARAMETER \etopa | “pan [pELAYANAN| SARANA | TARIF
ALAT (RP) (RP) (RP)
A | FISIKA
1. | Suhu Air Raksal - | 1.000 1.000 2.000
2. | Suhu Elektroda 500 50D 1.000 2.000
3. | Warna Turbiditi 5.000 2.500 2.500 10.000
metri
4. | TDS Elektroda 500 5.00 1.000 2.000
5. | TSS Gravimetri 10.000 10.000 5.000 25.000
6. | Kekeruhan Turbiditi 5.000 2.500 2.500 10.000
metri
7. | Daya Hantar| Elektroda 500, 50( 1.000 2.000
Listrik
B | KIMIA
1. | pH Elektroda 500 500 1.500 2.500
2. | Sisa Clor Spektro fotometri 8.3J0 1.000 2.000 11.800
3. | Zat organic Permanganometfi 8.0p0 1.500 3.000 12.500
4. | Nitrat Spektro fotometri 14,500  2.500 3.000 20.000
5. | Nitrit Spektro fotometri 6.80( 2.500 3.000 12.300
6. | Besi Spektro fotometri 7.50p 2.500 3.000 13.000
7. | Mangan Spektro fotometri 7.0J0 2.500 3.000 12.500
8. | Chlorida Argentometri 5.000 1.500 2.000 8.500
9. | Kesadahan Kompleksometri 7.000 1.500 2.000 10.500
10.| Fluorida Spektro fotometri 9.000 2.500 3.000 14.500
11.| Amonia Spektro fotometri 7.00p 2.500 3.000 12.500
12.| Seng Spektro fotometr 47.090 2.500 3.000 52.500
13.| Timbal Spektro fotometri 39.00p 2.500 3.000 44,500
14.] Khrom Spektro fotometri 11.500 2.500 3.000 17.000
Heksavalent
15.| Cadmium Spektro fotometr]  27.000 2.500 3.000 32.500
16.| Minyak dan Ekstrasi 39.000 2.500 4.000 45.500
lemak
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| 17.| Sulfida | Spektro fotometri| 14.600  2.500] 3.000 20.100]|
18.| Phosfat Spektro fotometr 23.400 2.500 3.000 28.900
19.| Alumunium Spektro fotometri 9.10p 2.500 3.000 14.600
20.| Sulfat Spektro otometri 17.8J0 2.500 3.000 23.300
21.| Tembaga Spektro fotometti 12.300 2.500 3.000 17.800
22.| CO, Agresif Titrimetri 6.000 1.500 3.000 10.500
23.| Mercuri Spektro fotometri 18.00p  2.500 3.000 23.500
24.| Cianida Spektro fotometr 26.0J0 5.000 5.000 36.000
25.| DO Yodimetri 6.000 2.500 4.000 12.500
26.| BOD Yodimetri 60.500 5.000 4.500 70.000
27.] COD Refluk terbuka 64.000 5.000 6.00(0 75.000
28.| Arsen Spektro fotometr 215.0J0 3.500 2.500 221.000
29.| Ozone Spektro fotometr 5.000 10.000 3.000 18.000
30.| Alkalinitas Titrimetri 5.000 3.000 2.000 10.000
31.| Aciditas Titrimetri 5.000 3.000 2.000 10.000
C. | MAKANAN DAN MINUMAN
IlAngka kuman | Cawan Petri 30.000 3.000 5.000 40.000
1. [MPN Coliform| Tabung Ganda 18.500 3.000 3.500 25.000
2. [MPN Colitinja | Tabung Ganda 18.500 3.000 3.500 25.000
| KIMIA KUALITATIF
1. | Pengawet
Borax Kualitatif 12.000 2.000 3.000 17.000
Formalin Kualitatif 20.00(¢ 1.500 3.000 24.500
Nitrit Kwantitatif 15.000 2.600 3.000 20.600
Benzoat Kwantitatif 15.000 4.500 3.000 22.500
Salisilat Kwantitatif 15.000 4.500 3.000 22.500
2. | Pewarna Cromatografi 15.0Q0 4.500 3.000 22.500
3. | Pemanis
Siklamat Cramatografi 12.000 10.000 3.000 25.000
Sakarin Cramatografi 12.000 10.000 3.000 25.000
4. | Kadar gula Yodometri 15.00p 4.500 3.000 22.500
5. | Kadar air Gravimetri 7.000 4.500 3.000 14.500
6. | Kadar abu Gravimetri 7.00D 4.500 3.000 14.500
7. | Logam berat| Kualitatif 15.000 10.000 5.000 30.000
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NO

PARAMETER

BAHAN

JASA

JASA

METODA | pAN |PELAYANAN|-SARANA | TARIF
ALAT (RP) (RP) (RP)
8. | Garam Yodometri 5.000 1.600 3.000 9.600
beryodium
9. | Alkohol Destilasi 5.000 10.000 10.000 25.000

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran

Peraturan

Banjarnegara Nomor

2011 tentan

Daerah Kabupaten
6 Tahun
g Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO. JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4
1. Rumah Tinggal 2.000 Per bulan
2. Asrama 5.000| Per bulan
3. Hotel/Losmen/Penginapan 15.000 Per bulan
4, Restoran/Rumah Makan 10.000 Per bulan
5. Warung Makan 5.000 Per bulan
6. Usaha Jasa : Per bulan
a. Salon, Penjahit 5.000 Per bulan
b. Tukang Cukur 2.500 Per bulan
7. Gudang 5.000| Per bulan
8. Pabrik Industri 25.000 Per bulan
9. Dealer Mobil/Motor 25.000 Per bulan
10. | Perbengkelan Pertukangan/Pencugian 10.000| Per bulan
Kendaraan
11. | Kantor Swasta 10.000 Per bulan
12. | Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 7.500 Per bulan
13. | Rumah Sakit Swasta
a. TipeB 100.000| Per bulan
b. TipeC 50.000| Per bulan
14. | Pedagang
a. Kios/Toko :
- Kelas | 6.000, Per bulan
- Kelas ll 5.000{ Per bulan
- Kelas Il 4.000| Per bulan
b. Los/Pelataran/PKL : 200 Per hari pasaran
15. | Kendaraan Angkutan Umum yang
masuk terminal/pangkalan :
a. Bus/Truk 1.000| Per hari
b. Non Bus 500 | Per hari
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NO. JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4
c. Angkutan Perkotaan/Pedesaan 500 Per hari
d. Dokar 500 | Per hari
16. | Obyek Pariwisata :
17. | a. Kelas A 100.000 Per bulan
18. | b. KelasB 50.000| Per bulan
Keterangan :

Sturktur tarif digolongkan berdasarkan volume sampag dihasilkan dengan ketentuan
volume sampah 0 sampai dengan 1/8 M3 setiap hari

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran 1l : Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PENDWDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN
KTP
a. KTP bagi Warga Negara 10.000,-
Indonesia (WNI)
b. KTP bagi Warga Negara Asing 60.000,-
(WNA)
c. Surat Keterangan Penduduk . 90.000,-
Sementara (WNA)
d. Surat Keterangan Pendaftaran 18.000,-

Penduduk Baru dari Penduduk
Sementara menjadi Penduduk
WNA

N

KK 0,-

AKTA PERKAWINAN

a. Bagi Warga Negara Indonesja

(WNI)

e pencatatan perkawinan 75.000,-
di dalam Kantor

e pencatatan perkawinan 125.000,-

di luar Kantor

b. Bagi Warga Negara Asing

(WNA)

e pencatatan perkawinan 125.000,-
di dalam Kantor

* pencatatan perkawinan 175.000,-
di luar

c. Pencatatan Perkawinan yang
melebihi jangka waktu 1(satd
bulan sejak tanggal pengesahan
perkawinan menurut agama

~
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NO

JENIS PELAYANAN

TARIF (Rp)

KETERANGAN

e bagi Warga Negara Indones
(WNI)

ia

a. di dalam kantor 100.000,-
b. diluar kantor 150.000,-
e« bagi Warga Negara Asing
(WNA)
C. didalam kantor 175.000,-
d. diluar kantor 255.000,-
d. Akta Perkawinan Kutipan Kedua
e bagi Warga Negara Indonesjia 75.000,-
(WNI)
e« bagi Warga Negara Asing 125.000,-
(WNA)
4. AKTA PERCERAIAN
a. Bagi Warga Negara Indonesia 75.000,-
(WNI)
b. Bagi Warga Negara Asing (WNA 150.000),-
c. Pencatatan perceraian yang telah
melebihi jangka waktu 1(satu)
bulan sejak tanggal Keputusan
Pengadilan Negeri yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap
e bagi Warga Negara Indonesjia 125.000,-
(WNI)
e bagi Warga Negara Asing 200.000,-
(WNA)
d. Akta Perceraian Kutipan Kedua
dan seterusnya
e bagi Warga Negara Indonesjia 125.000,-
(WNI)
e bagi Warga Negara Asing 200.000,-
(WNA)
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JENIS PELAYANAN

TARIF (Rp)

KETERANGAN

AKTA PENGAKUAN ANAK

a. Pengakuan anak untuk War
Negara Indonesia (WNI)

ja

62.500,-

b. Pengakuan anak untuk War
Negara Asing (WNA)

ja

100.000,-

c. Kutipan Kedua dan seterusn

Pengakuan Anak untuk Warga

Negara Indonesia (WNI)

75.000,-

d. Kutipan Kedua dan seterusn

Pengakuan Anak untuk Warga

Negara Asing (WNA)

ya

125.000,-

PENCATATAN PENGESAHAN
ANAK

a. Pengesahan Anak untuk War
Negara Indonesia (WNI)

62.500,-

b. Pengesahan Anak untuk War
Negara Asing (WNA)

ga

100.000,-

PENCATATAN PENGANGKATAN
ANAK

a. Oleh Warga Negara Indonesia

(WNI)

50.000,-

b. Oleh Warga Negara Asin
(WNA)

¢

100.000,-

c. Bagi Pengangkatan Anak vyal

melebihi jangka waktu 1(satu)
bulan sejak tanggal Keputusan
Pengadilan Negeri dan atau

tanggal pengukuhan Pengadil
Negeri bagi pengangkatan an
melalui Notaris

'g

an
ak

e bagi Warga Negara Indonesjia

(WNI)

100.000,-

e« bagi Warga Negara Asin
(WNA)

175.000,-
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NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN
8. PENCATATAN PERUBAHAN
AKTA CATATAN SIPIL
Biaya Pencatatan Perubahan Akta 20.000,-
Catatan Sipil
9. AKTA KEMATIAN
a. Bagi Warga Negara Indonesja . 15.000,-
(WNI)
b. Bagi Warga Negara Asing 22.500,-
(WNA)
c. Kutipan Akta Kematian Kedua
dan seterusnya
* Bagi Warga Negara 15.000,-
Indonesia (WNI)
 Bagi Warga Negara Asing 30.000,-
(WNA)
10. SURAT KETERANGAN
KEPENDUDUKAN
1. Surat Keterangan Kependudukah 5.000,-
2. Akta ganti nama bagi WNA 100.00Q,-

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran IV . Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

N JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN

1. Jenis kendaraan roda dua (sepeda motpr) 500,- ipeklair

2. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya 1.000,- Se#ekir

3. Jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan 1.500,-| Sekali parkir
khusus dan angkutan khusus

4. Mobil barang lebih dari 2 (dua) sumbu 2.000,- Sigbatkir

5. Kereta gandengan dan kereta tempelar 3.000,- Sedeir

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran V

Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2011

tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO. JENIS FASILITAS PASAR TARIF KETERANGAN
1. Karcis Harian Pasar :
a. Los/Kios Pasar Kelas | : Rp. 175,- petmari
b. Los/Kios Pasar Kelas Il : Rp. 125,- pef/hari
c. Los/Kios Pasar Kelas Ill : Rp. 100,- pef/hari
d. Abonemen
» Kios pasar kelas | Rp. 50.000,- per bulan
» Kios pasar kelas Il Rp. 35.000,-| per bulan
» Kios pasar kelas I Rp. 32.500,-| per bulan
e. Emprakan/plataran
di lingkungan pasar :
« Pasar Kelas | Rp. 400,-| per fthari
« Pasar Kelas Il Rp. 300,-| per fthari
« Pasar Kelas IlI Rp. 200,-| per fthari
f. Berjualan dengan kendaraan
bermotor :
e Roda?2 Rp. 1.000,-| per hari
* Roda4 Rp. 2.000,-| per hari
* Roda 6 ke atas Rp. 6.000,-| per hari
2. Pemakaian peralatan pagar
dengan pembatas pada tempat
yang sudah disediakan untuk
berjualan :
a. Hewan besar (sapi, kerbau, Rp. 3.500,-| Per ekor/hari
kuda dan sejenisnya)
b. Hewan kecil (kambing Rp. 800,-| Per ekor/hari
domba dan sejenisnya)

106



NO. JENIS FASILITAS PASAR TARIF KETERANGAN
c. Unggas:
e Dihitung secalr Rp. 200,-| Per ekor
berkelompok
« Dihitung per ekor Rp. 300,-| Per ekor/hari
d. lkan Rp. 500, Per rombong/hati
e. Sayur dan buah
e Sayur
e. Kobis/kol dan lain- Rp. 150,-| Per
lain keranjang/karung
f. Petai dan lain-lain Rp. 500,-| per pikul
g. Kentang dan lain| Rp. 500,-| per kuintal
lain
h. Bawang dan lain; Rp. 500,-| per kuintal
lain
i. Beras, kedelai Rp. 500,-| per kuintal
palawija dan lain-
lain
j. Kelapa dan lain-lain Rp. 5,-| per buah
e Buah
e Salak pondoh Rp. 1.000| per keranjang
e Salak local Rp. 300,-| per keranjang
 Mangga, semangka, RP. 500,-| per keranjang/
jeruk dan lain-lain peti
3. Sewa penggunaan los terbuka
a. pasar kelas | Rp. 10.000,- Pef/tmhun
b. pasar kelas Il Rp. 7.500|- Pef/tahun
c. pasar kelas Il Rp. 5.000|- Pef/tahun
4. Hak Pakai Los, Kios, Surat
Keterangan Usaha
a. Los
» Pasar kelas | Rp. 20.000, Per 2 tahun
» Pasarkelas I Rp. 15.000, Per 2 tahun
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NO. JENIS FASILITAS PASAR TARIF KETERANGAN
* Pasar kelas IlI Rp. 10.000, Per 2 tahun
b. Kios
* Pasar kelas | Rp. 150.000,{ Per 2 tahun
* Pasar kelas Il Rp. 100.000 Per 2 tahun
» Pasar kelas Ill Rp. 50.000,{ Per2tahun
c. Surat Keterangan Usaha
» Pasar kelas | Rp. 10.000,4 Per 2tahun
» Pasarkelas I Rp. 7.500,4 Per2tahun
» Pasar kelas Ill Rp. 5.000,4 Per2tahun
5. a. Daftar Ulang menempati kios
» Pasar kelas | Rp. 40.000, Pertahun
» Pasar kelas I Rp. 30.000, Pertahun
» Pasar kelas Ill Rp. 20.000, Pertahun
b. Daftar Ulang menempati los
terbuka
» Pasar kelas | Rp. 10.000, Pertahun
» Pasar kelas I Rp. 7.500,-| Pertahun
» Pasar kelas Ill Rp. 5.000,- Pertahun
6. Pemindahtanganan Hak Pakai
Los, Kios, Surat Keterangan
Usaha
a. Los
* Pasar kelas | Rp. 150.000,
* Pasarkelas Il Rp. 100.000,
* Pasar kelas Ill Rp. 50.000,-
b. Kios
* Pasar kelas | Rp. 2.000.000,-
* Pasarkelas Il Rp. 1.250.000,
* Pasar kelas Ill Rp. 750.000,
c. Surat Keterangan Usaha
* Pasar kelas | Rp. 50.000,-
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NO. JENIS FASILITAS PASAR TARIF KETERANGAN
» Pasarkelas I Rp. 35.000,-
» Pasar kelas Ill Rp. 20.000,-

Penjual jasa oleh lembag
keuangan di pasar

a

Rp. 2.500,{ Per hari

BUPATI BANJARNEGARA
Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran VI

Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara

Nomor

6 Tahun 2011

tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO. | JENIS PEMRIKASAAN KENDARAAN TARIF KETERANGAN
DAN PENILAIAN TEKNIS
KENDARAAN
1. Pemeriksaan Teknis Kendaraan :
a. Buku uji Rp. 8.000
b. Tanda uji, baut mur, kawat dan Rp. 5.000,-
segel
c. Pengujian:
*  Mobil penumpang umum Rp. 20.000,-
e Mobhil bus, mobil barang Rp. 25.000,-
kendaraan khusus dan angkutan
khusus
¢ Mobil barang lebih dari 2 (dug)  Rp. 35.000,-
sumbu
« Kereta gandengan dan kereta Rp.40.000,-
tempelan
d. Penggantian buku uji yang hilang Rp. 35.000,-
e. Penggantian buku uji yang habis Rp. 8.000,-
f. Pengecatan dan pengisian plat
samping uji kendaraan :
*  Mobil penumpang Rp. 6.000,-
*  Mobil barang Rp. 6.000,-
»  Mobil bus Rp. 6.000,-
*  Mobil khusus Rp. 6.000,-
» Mobil gandengan/tempelan Rp. 6.000,-
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TARIF KETERANGAN

NO.

JENIS PEMRIKASAAN KENDARAAN
DAN PENILAIAN TEKNIS
KENDARAAN

Penilaian Teknis Kendaraan Dinas :

Rp. 100.000,-

a. Sepeda motor

Rp. 250.000,-

Rp. 400.000,-

b. Kendaraan roda empat
c. Kendaraan roda empat atau lebih

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
DJASRI
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Lampiran VII

Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO | JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN TARIF (Rp) | KETERANGAN
1. Jenis busa, super busa dan sejenisnya
a. Isi sampai dengan 25 liter 6.000,-
b. Isilebih dari 25 liter 7.500,}
2. Jenis Dry Powder (serbuk),a6 Co2, Halo
dan sejenisnya :
a. Berat sampai dengan 6 kg 6.000,-
b. Berat lebih dari 6 kg sampai dengan 20 kg 7.500,-
c. Berat lebih dari 20 kg 10.000}-
3. Cetak label 2.000,-

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 6 Tahun

2011 tentang Retribusi
Daerah
JENIS RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN
1 Pengukuran 100.00D
Tu : (L /500 x HSBku) +
2 Cetak Peta
Hitam Putih
1) format A4 25,000 Per lembar/ Per Wilayah
2) format A3 40,000 Per lembar/ Per Wilayah
3) format A2 55,000 Per lembar/ Per Wilayah
4) format Al 75,000 Per lembar/ Per Wilayah
5) format AO 100,000 Per lembar/ Per Wilayah
Berwarna
1) format A4 75,000 Per lembar/ Per Wilayah
2) format A3 90,000 Per lembar/ Per Wilayah
3) format A2 110,000 Per lembar/ Per Wilayah
4) format Al 135,000 Per lembar/ Per Wilayah
5) format AO 175,000 Per lembar/ Per Wilayah
3 Biaya gambar 300,000 Berdasarkan standarisasi
indeks biaya kegiatan,
pemeliharaan, pengadaan
dan honorarium serta
harga satuan bangunan
tahun berjalan
4 Administrasi meliputi : 150,000 Berdasarkan standarisasi
« Komputerisasi indeks biaya kegiatan,
e Penyimpanan peta pemeliharaan, pengadaan
« Pemeliharaan peta dan honorarium serta
harga satuan bangunan
tahun berjalan
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NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KETERANGAN
5 Kompensasi Data Eksplorasi | 3.000.000 /1| Berdasarkan standarisasi
(Suvey, analisis hektar | indeks biaya kegiatan,
Laboratorium, akomodasi jasa konsultansi dan
lapangan) honorarium tahun
berjalan.
Keterangan :

1. HSBku : Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukyang berlaku untuk tahun
bekenaan, untuk komponen belanja bahan dana hangrtgrkait dengan output
kegiatan. HSBku untuk tahun berjalan.

Tu : Tarif pelayanan pengukuran
L : Luastanah ( dalam m2)

2. Retribusi penggantian biaya cetak peta :

Pelayanan pengukuran + cetak peta + biaya gambiay#& administrasi

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran IX

Peraturan
Kabupaten
Nomor

6 Tahun 201

tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Daerah
Banjarnegara

1

=5 = =2

m

NO. JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF KETERANGAN
1. Tanah :
a. Tanah Pasar/Usaha
« Kelas | Rp. 20,-| /m?/sehari semalan
 Kelasll Rp. 15,-| /m?/sehari semalan
» Kelaslll Rp. 10,-| /m?/sehari semalan
b. Non Usaha Rp. 7,5, /m?/sehari semalg
c. Untuk tanah pertanian :
» Tanah irigasi teknis di kota | Rp. 3.000.000,7 /tahun
sampai dengan
Rp. 7.500.000,-
» Tanah irigasi setengah teknisRp. 3.000.000,1 /tahun
di kota sampai dengan
Rp. 7.000.000,-
» Tanah kering tegalan di kotg Rp. 2.500.000,1 /tahun
sampai dengan
RP. 5.000.000,-
e Tanah irigasi teknis di Rp. 2.500.000,7 /tahun
pedesaan sampai dengan
Rp. 7.500.000,-
e Tanah tegalan untuk kentangRp. 3.000.000,1 /tahun
dan kobis sampai dengan
Rp.15.000.000,
e Tanah irigasi setengah teknisRp. 2.500.000,1 /tahun
pedesaan sampai dengan
Rp. 6.000.000,-
d. Untuk pemasangan papan Rp. 30.000, /m?/tahun

reklame atau panggung reklame|
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NO. JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF KETERANGAN
2. Gedung/bangunan :
a. Rumah Dinas :
e DiKabupaten Rp. 200,-| /m2/bulan/luas
bangunan
 Di Kecamatan Rp.175,-| /m#bulan/luas
bangunan
 DiDesa Rp. 150,-| /m?&/bulan/luas
bangunan
b. Sanggar Kegiatn Belajar (SKB) !
* Aula
K. untuk kepentingan dinag  Rp. 200.000,4 /hari
[.  untuk kegiatan Rp. 350.000,4 /hari
komersial
* Asrama
m. untuk kegiatan dinas Rp.7.500,-| /hari/orang
N. untuk kegiatan Rp. 10.000, /hari/orang
komersial
* Ruang makan
0. untuk kegiatan dinas Rp.75.000,-| /hari
p. untuk kegiatan Rp.100.000,{ /hari
komersial
* Ruang kelas
g. untuk kegiatan dinas Rp.75.000,-| /hari
. untuk kegiatan Rp.100.000,1 /hari
komersial
c. Kios:
e Pasar
S. Kelas | Rp. 4.000,-| /m?/bulan
t. Kelasll Rp. 3.000,-| /m2/bulan
u. Kelaslll Rp. 2.500,-| /m?#bulan
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NO. JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF KETERANGAN
d. Gedung Wanita :
e Untuk  kegiatan sosial,
peringatan hari besar
keagamaan, dan rapat-rapat
dinas :
V. Siang hari Rp. 75.000,-
W. Malam hari Rp. 100.000,-
» Untuk kepentingan
pertemuan, rapat umum dan
resepsi :
X. Siang hari Rp. 100.000,-
y. Malam hari Rp. 150.000,
* Untuk kepentingan bersifat
komersial :
Z. Siang hari Rp. 150.000,
aa Malam hari Rp. 200.000,
3. Alat-Alat Berat/Kendaraan Berat :
a. Mesin gilas/pemadat :
» Wals kapasitas 2,5 ton Rp. 85.000,{ /hari
» Wals kapasitas 6-8 ton Rp. 125.000,4 /hari
» Wals kapasitas 8-10 ton Rp. 150.000,4 /hari
» Vibrating roller Rp. 150.000,4 /hari
*  Preumatic tire roller Rp. 150.000,4 /hari
 Tandem roller Rp. 150.000,4 /hari
e Smothdrum Rp. 150.000,4 /hari
b. Asphal sprayer Rp. 100.000,- /hari
c. Shovel loader Rp. 500.000,- /hari
d. Exavator Rp. 500.000/)- /hari
e. Buldozer Rp. 500.000,+ /hari
f. Stone crusher Rp. 500.000,- /hari
g. Dump truck kapasitas 3,5 ton Rp. 200.000,- /hari
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NO. JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF KETERANGAN
h. Dump truck kapasitas 10 ton Rp. 400.000,- /hari
i. Compressor Rp. 85.000,- /hari
j. Waser pump Rp. 50.000,- /hari
k. Generator Rp. 75.000{- /hari
|. Beton moller Rp. 60.000)- /hari
m. Mesin pemotong rumput Rp. 25.000,- /hari
n. Mobil Tangki Air Rp. 400.000,1 /hari
4, Alat dan mesin pertanian :
a. Pos Kesehatan Hewan :
bb. Sapi, kerbau, kuda Rp. 1.000,-| /ekor
cC. Kambing, domba Rp. 500,-| /ekor
dd. Babi Rp. 2.000,-| /ekor
b. Timbangan Ternak :
ee Sapi, kerbau, kuda Rp. 1.000,-| /ekor
ff. Kambing, domba Rp. 250,-| /ekor
c. Container semen beku Rp. 1.000,- /semen
5. Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Veteriner:
a. Pemeriksaan  ulang  terhadap Rp. 100,-| /kg
daging sapi, kerbau, kuda,
kambing, domba dan babi
b. Pemeriksaan terhadap  dagihg Rp. 75,-| /lekor
unggas
C. Pemeriksaan terhadap kulit sapi, Rp.1.000,-
kerbau dan kuda
d. Pemeriksaan kulit kambing dan Rp. 250,-
domba sebesar
6. Kendaraan Dinas :
a. Penggunaan Mobil
Ambulance/Mobil Jenasah untuk
dalam kota
— Sampai dengan 5 KM  Rp.25.000,-
pertama
— > 5KM selanjutnya Rp. 5.000,-| /KM
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NO. JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF KETERANGAN
b. Penggunaan Mobil
Ambulance/Mobil Jenasah untuk
luar kota
— Sampai dengan 5 KM Rp.25.000,-
pertama
— >5KM selanjutnya Rp. 7.500,-| /KM
7. Penggunaan Sarana fasilitas MCK 30% | dari nilai kontrak
Umum dilakukan dengan pihak ke
tiga
Keterangan :

< Untuk tanah pertanian yang karena kondisi tertaiii/ekonomi kurang harga tidak
sesuai greed seperti tersebut diatas, Pemerintalabderkoordinasi dengan aparat

Kelurahan/Desa untuk menentukan harga sewa yaray.waj

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran X

Peraturan
Kabupaten
6 Tahun 2011

Nomor

Daerah
Banjarnegara

tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI TERMINAL
NO. JENIS JASA | TARIF KETERANGAN
1. Penggunaan tempat parkir kendaraan umum
untuk menaikkan dan menurunkan
penumpang setiap kali masuk :
a. Bus Antar Kota Antar Provinsi Rp. 2.00d
b. Bus Antar Kota Dalam Provinsi Rp. 1.00(
c. Angkutan Pedesaan dengan jadwal tetap
dan teratur atau dengan tidak dengan
jadwal
1) Microbus Rp. 1.000.-
2) Mini Bus Rp. 500.-
3) Mobil Angkutan lainnya Rp. 1.000,-
2. Penggunaan tempat parkir kendaraan umum
selama menunggu keberangkatan yang
bermalan di teminal setiap hari :
a. Bus Antar Kota Antar Provinsi Rp. 5.000
b. Bus Antar Kota Dalam Provinsi Rp. 4.00(
c. Angkutan Pedesaan dengan jadwal tgtafgRp. 2.000,-
dan teratur
d. Angkutan Pedesaan/Kota tidak denganRp. 2.000,-
jadwal
3. Penggunaan fasilitas terminal :
a. Kios Rp. 1.500,-
b. Usaha Penunjang Lainnya Rp. 1.500,-

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
DJASRI
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Lampiran XI

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Peraturan
Kabupaten
6 Tahun 2011

Nomor

Banjarnegara

tentang Retribusi Daerah

NO JENIS TARIF KETERANGAN
1. | Tempat Rekreasi dan Olah Raga
a. Jenis kendaraan roda dua (sepeda motor)
1) Pelajar Rp. 500, /sekali parkir
2) Umum Rp. 1.000,1 /sekali parkir
b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya Rp. 2.000ekallsparkir
c. Jenis mobil bus, kendaraan khugusRp.5.000,-| /sekali parkir
pariwisata
2. | Perkantoran :
a. Jenis kendaraan roda dua (sepeda motor ) Rp.,- b0kekali parkir
b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya Rp. 1.000ekallsparkir
¢. Jenis mobil bus, mobil barang, kendaraarRp. 1.500,-| /sekali parkir
khusus
d. Mobil barang lebih dari dua sumbu Rp. 2.000,- /Bedaxkir
e. Kereta gandengan dan tempelan Rp. 3.000,- /sekddirp
3. | Pasar dan Terminal:
a. Jenis kendaraan roda dua (sepeda motor) Rp. - b0ékkali parkir
b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya Rp. 1.000ekallsparkir
¢. Jenis mobil bus, mobil barang, kendaraarRp. 1.500,-| /sekali parkir
khusus
d. Mobil barang lebih dari dua sumbu Rp. 2.000,- /Bedaxkir
e. Kereta gandengan dan tempelan Rp. 3.0D0sekali parkir
4. | RSUD:
a. Jenis kendaraan roda dua (sepeda motgr)Rp. 1.000,-| /sekali parkir
b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya Rp. 2.000ekallsparkir
c. Jenis mobil bus, mobil barang, kendargarRp. 2.000,-| /sekali parkir
khusus
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NO JENIS TARIF KETERANGAN
d. Mobil barang lebih dari dua sumbu Rp. 2.000,- /Bedakir
e. Kereta gandengan dan tempelan Rp. 3.000,- /sekdirp
Keterangan :

Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk kendarbermalam sebesar dua kali lipat
dari masing-masing jenis pungutan Retribusi.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran XII

Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2011

tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO. | JENIS PELAYANAN PEMOTONGAN TARIF (Rp) KETERANGK
1. Sapi, kerbau dan kuda 21.000,- /ekor

2. Kambing dan domba 4.500,- /ekor

3. Babi 34.000,-| /ekor

4. Unggas 100,- | /ekor

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran XI

Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2011

tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO. JENIS FASILITAS TARIF KETERANGAN
1. DAYA TARIK WISATA
a. Dataran Tinggi Dieng :
1) Tarif terusan untuk obyek wisata
candi dan kawah sikidang
— Wisatawan mancanegara | RP-25.000,-
— Wisatawan nusantara Rp. 10.000.+
2) Tarif terusan untuk seluruh obyek
wisata
— Wisatawan mancanegara | RP-30.000,-
— Wisatawan nusantara Rp. 15.000,+
3) Tarif masing-masing obyek wisata
untuk wisatawan nusantara
— Candi Dieng Rp. 5.000,-
— Kawah Sikidang Rp. 5.000,-
— Telaga Merdada Rp. 5.000,-
— Kawah Sileri Rp. 5.000,-
—  Sumur Jalatunda Rp. 5.000,-
— Kawah Candradimuka Rp. 5.000,-
— Museum Kailasa Rp. 5.000,-
b. Taman Rekreasi Margasatwa
Serulingmas
1) Pintu gerbang (wisatawan Rp. 5.000,-
nusantara) ai
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NO. JENIS FASILITAS TARIF KETERANGAN
2) Kolam renang
— Umum Rp. 4.000,-
— Pelajar Rp. 3.000,-
3) Satwa tunggang
— Gajah Rp. 5.000,-
—  Kuda Rp. 5.000,-
— Unta Rp. 5.000,-
4) Permainan :
— Komedi Putar Rp. 4.000,-
— Undar balon Rp. 4.000,-
— Undar Capung Rp. 4.000.-
— Kincir Rp. 4.000,-
—  Kereta mini Rp. 4.000,-
— Kereta listrik Rp. 4.000,-
— Batery Car Rp. 4.000,-
5) Apresiasi kesenian
—  Umum Rp. 5.000,-
— Pelajar Rp. 3.500,-
c. Curug Pitu Rp. 4.000,+
d. Arung Jeram Rp. 200.000- Pemakaian
perahu dan
perlengkapan
/paket
2. FASILITAS OLAH RAGA
a. Gedung Pemuda
1) untuk olah raga bulu tangkis Rp. 5.000,- /lapangan/jam
2) untuk olah raga volley Rp. 15.000,- /jam
3) untuk olah raga basket Rp. 15.000,- /jam
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NO. JENIS FASILITAS TARIF KETERANGAN
b. Stadion Banjarnegara
1) non usaha sekali pemakaian Rp. 250.000,1 /sekali pakai
2) usaha sekali pemakaian Rp. 500.000,1 /sekali pakai
c. Lapangan Tenis/Jam/Lapangan
1) Siang hari Rp. 7.500,{ /lapangan/jam
2) Malam hari Rp. 10.000,4{ /lapangan/jam
d. Lapangan Basket Rp. 2.000,- /jam
e. Alun-alun Kota
1) untuk komersil Rp. 1.000.000,- /hari
2) non komersil Rp 350.000, /hari
3) ring road Rp. 1.000.000,{ /hari
3. FASILITAS LAIN
a. Jika terdapat pertunjukan hiburan|di
dalam lingkungan obyek wisata,
apabila dikerjasamakan dengan
pihak ke tiga dan operasiongl
sepenuhnya disediakan oleh pihak
ke tiga maka pembagiannya adalah :
1) Untuk Pihak ke tiga 80%
2) Untuk Kas Daerah 20%
b. Apresiasi kesenian dan olah raga
pelajar
1) Aspreasi Kesenian Pelajar Rp. 3.000

— Pembinaan kesenian bagRP- 1.000,

sekolah
— Operasional Rp. 1.000,
penyelenggaraan
— Kas Daerah Rp. 1.000,
2) Kolam Renang Pelajar Rp. 3.000

- Pembinaan Olah  RagaRP- 1.000,-

Renang bagi Sekolah
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NO.

JENIS FASILITAS

TARIF KETERANGAN

Kas Daerah

Rp. 2.000,-

c. Aspreasi Kesenian untuk Umu
Penggunaan

m Rp.4.000

Pembinaan Kesenian

Rp. 1.000,-

Operasional PenyelenggararfiP- 1.000.-

Kas Daerah

Rp. 2.000,-

d. Bagi obyek wisata baru (uji coba)

Rp. 3.000,- psmgqunjung

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran XIV: Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor
2011 tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

a. Tarif penjualan benih ikan dan ikan konsumsi

6 Tahun

HARGA BENIH IKAN PER 100 EKOR
NO. ‘IJKE"A\\IILS UKURAN | UKURAN | UKURAN | UKURAN H@iﬁA
1-3CM 3-5 CM 5-7 CM 7-9 CM
p | Nila 1.000 2.500 5.000 7.500
merah
Nila
2 . 1.000 2.500 5.000 7.500
Hitam
3 | Lele 800 3.000 6.000 9.000
4 | Gurame 17.000 25.000 30.00( 50.000
5 | Mas 2.500 5.000 7.000 15.000
6 | Tawes 1.000 2.500 5.000 7.500
7 | Patin 6.500 10.000 17.500 20.000
8 | Bawal 2.500 4.000 5.000 7.000
b. Retribusi bibit tanaman dan buah-buahan
NO URAIAN HARGA (Rp) KETERANGAN
/batang
1. | Bibit Durian Montong tinggi > 1 m| 55.000 Okulasi
2. | Bibit Durian Montong Tinggi 50 35.000 Okulasi
cm
3. | Bibit Durian Simimang tinggi 50 30.000 Okulasi
cm
4, Bibit Rambutan 10.000 Okulasi
5. | Bibit Kelengkeng Introduksi 60.000 Okulasi
6. | Bibit Mangga 15.000 Okulasi
7. Bibit Jambu Sukun 20.000 Okulasi
8. Bibit Jambu Citra 15.000 Okulasi
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NO URAIAN HARGA (Rp) KETERANGAN
/batang
9. | Bibit Jambu Merah Varietas20.000 Cangkok
Citayam

10. | Bibit Belimbing Demak 25.000 Okulasi

11. | Bibit Sirsak 65.000 Okulasi

12. | Bibit Pisang Rajalawe 7.500 Bonggol

13. | Bibit Duku 20.000 Okulasi

14. | Bibit Alpukat Mentega 25.000 Okulasi

15. | Bibit Kelapa 1.100 Butir

Retribusi Benih Padi dan Palawija

NO | KOMODITAS JENIS HARGA SATUAN | KETERANGAN

TANAMAN

1. Benih Padi Padi 4.000 Dalam  bentuk

2. Benih Kedelai | Kedelai 6.000 curah, lulus uji
dalam  bentuk
calon benih

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran XV

Peraturan
Kabupaten
Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah

Daerah
Banjarnegara

PENETAPAN KOEFESIEN BANGUNAN GEDUNG

1. Koefesien Hirarki Kota/Daerah

NO. HIRARKI KOTA/DAERAH KOEFESIEN
1 Bangunan di kota klasifikasi | 1
2 Bangunan di kota klasifikasi Il 0,90
3 Bangunan di kota klasifikasi 111 0,80
4 Bangunan di kawasan khusus 0,80
5 Bangunan di pedesaan 0,50
2. Koefesien Kelas Jalan
NO. KELAS JALAN KOEFESIEN
1 Bangunan di tepi jalan arteri primer 1,40
2 Bangunan di tepi jalan arteri sekunder 1,20
3 Bangunan di tepi jalan kolektor primer 1,10
4 Bangunan di tepi jalan kolektor sekunder 1
5 Bangunan di tepi jalan lokal primer 0,80
6 Bangunan di tepi jalan lokal sekunder 0,60
7 Bangunan di tepi jalan setapak/gang 0,50
3. Koefesien Fungsi Bangunan
NO. FUNGSI BANGUNAN KOEFESIEN
1 Fungsi hunian, meliputi : 1

a. Rumah tempat tinggal

b. Rumah tempat deret

c. Rumah susun/apartemen

d. Rumah tinggal sementara
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FUNGSI BANGUNAN

KOEFESIEN

Fungsi keagamaan, meliputi :

0,40

a. Masjid/mushola

b. Gereja

c. Pura

d. Wihara

e. Klenteng dan lain-lain

Fungsi usaha, meliputi :

1,40

a. Perkantoran

b. Pedagang dan jasa

c. Perhotelan

d. Perindustrian

e. Wisata dan rekreasi

f. Terminal

g. Penyimpanan/gudang

Fungsi sosial dan budaya, meliputi :

0,80

a. Pelayanan pendidikan

b. Kebudayaan

c. Pelayanan kesehatan

d. Laboratorium

e. Pelayanan umum

Fungsi khusus, meliputi :

0,60

a. Reaktor nuklir

b. Instalasi pertahanan dan keamanan

c. Bangunan sejenis yang diputuskan g
Menteri

leh

Fungsi bangunan campuran, meliputi : ru

o

1,5B{( K
(Koefesien Bangunan
Induk)
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4. Koefesien Kelas Bangunan

NO. KELAS BANGUNAN KOEFESIEN
1 Bangunan permanen dengan dinding hatu 1
bata, konstruksi beton, baja, pondasi
footplat/pancang
2 Bangunan permanen dengan dinding hatu 0,75
bata, konstruksi beton, baja, pondasi biasa
3 Bangunan semi permanen 0,50
4 Bangunan sementara 0,30
5. Koefesien Status Bangunan
NO. KEPEMILIKAN BANGUNAN KOEFESIEN
1 Bangunan milik perorangan 0,75
2 Bangunan negara/daerah 0,75
3 Bangunan milik badan usaha 0,75
6. Koefesien Tingkat Bangunan
NO. TINGKAT BANGUNAN KOEFESIEN
1 Bangunan bertingkat rendah ( 1 lantai ) 1
2 Bangunan bertingkat sedang ( 2 lantai ) 0,90
3 Bangunan bertingkat tinggi (3 lantai keatas) 0,70
7. Koefesien Tingkat Resiko Kebakaran
NO. TINGKAT RESIKO KEBAKARAN KOEFESIEN
1 Tingkat resiko kebakaran rendah 1
2 Tingkat resiko kebakaran sedang 1,10
3 Tingkat resiko kebakaran tinggi 1,20




8. Koefesien Luas Bangunan

NO. LUAS BANGUNAN KOEFESIEN
1 Bangunan dengan luas sampai dengan 100m 0,80
2 Bangunan dengan luas 100 s/d 250m 1
3 Bangunan dengan luas 251 s/d 500m 1,25
4 Bangunan dengan luas 501 s/d 1000m 1,50
5 Bangunan dengan luas lebih dari 1000m 1,75

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran XVl : Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI 1JIN GANGGUAN

NO. JENIS TARIF KETERANGAN

1. Untuk ruang tertutup Rp.500,- /m2

2. Untuk ruang terbuka Rp. 150,- /m2

3. | Tenaga Mesin Rp. 5.000,- /PK

4. Tarif Pendaftaran Ulang 50 % dari Retribusi Pertama

5. | Tarif Penggantian 10 % dari Retribusi Pertama gasiadikit
Rp. 10.000,- paling banyak
1.000.000,- ai

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

DJASRI
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Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor
6 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah

RETRIBUSI IJIN TRAYEK

JENIS TARIF KETERANGAN
RERTRIBUSI DAFTAR
ULANG
ljin Trayek
a. Mobil penumpang| Rp. 250.000,- | Rp. 25.000,-
umum dan mobil | per per kendaraan
bus kecil kendaraan/lima| per
tahun tahun
b. Mobil bus sedang| Rp. 750.000,-| Rp.35.000,-
per per  kendaraan
kendaraan/lima| per
tahun tahun
c. Mobil bus besar Rp. 1.000.000-Rp.. 50.000,-
per per  kendaraan
kendaraan/lima| per
tahun tahun
ljin Operasi

a. Angkutan Taksi Rp. 100.000,- | Rp. 50.000,- per
Perkendaraan | tahun
per

Lima tahun

b. Angkutan Rp.. 50.000,- Rp. 10.000,- pe
Lingkungan Perkendaraan | tahun

per

Lima tahun

ljin Insidentil

a. Mobil penumpang| 5.000,- per hari| -
umum dan mobil
bus kecil
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NO JENIS TARIF KETERANGAN

RERTRIBUSI DAFTAR
ULANG
b. Mobil bus sedang| 10.000,- per
hari
c. Mobil bus besar 15.000,- per
hari

Keterangan :

Apabila terjadi keterlambatan dalam pengajuan pgapgan Kartu pengawasan,
makapemegang ljin Trayek dikenakan sanksi berupdalsebesar 2 % (dua persen) per
bulan

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

DJASRI
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